ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Problematika Tugas dan Kewenangan
Pemerintah daerah dan pusat dalam Prespektif Negara kesatuan dan
Otonomi Daerah” ini ditulis oleh Latifana Binti Khunaini, Nim
12103173096, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas syariah dan lImu
Hukum Universitas islam Negeri Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung,
tahun 2024. Dosen Pembimbing Bapak Muksin M.H.
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Tujuh puluh sembilan tahun Indonesia merdeka tetapi peraturan
per undang-undangan selalu menjadi kan topik permasalahan yang
setiap tahun diungkit-ungkit lagi dan lagi tannpa ada kejelasan, sejak
kejatuhan preesien soeharto tahun1998  di indonesia sudah
menerbitkan UU pemerintah daerah, pada tahun 1999, 2004 dan yang
terakhir 2014 sampai sekarang. Didalam perubahan UU yang ke 3
masih saja menjadikan perundangu-undangan menjadi bedang kusust.
Karena itu Tulisan ini menguraikan menuliskan perkembangan
permasalahan anatar tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan
daerah yang belum mendapatkan kejelasan meskipun sudah di atur
kewenangannnya di dalam UU No 23 Tahun 2014 seharusnya
hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam menjlankan tugas dan
kewenangan nya harus memilki hubungan baik, jangan sampai praktek
dalam menjalankan kewajibannya menimbulkan upaya tarik menarik
kepentingan kekuasaan antara kedua satuan pemerintahan, sebab itu
peneliti ingin mengkaji tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan
daerah di lihat dari sisi Negara kesatuan dan Otonomi daerah.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti ingin meneliti atau
mengkaji dalam Rumusan masalah tersebut: 1, Bagaimana Tugas dan
Kewenangan pemerintah pusat dan daerah menurut Prespektif UU no
23 Tahun 2014, 2. Bagai mana implementasi tugas dan kewenangan
pemerintah pusat dan daerah prespektif negara kesatuan dan Otonomi

Xiv



daerah. 3. Bagai mana problematika tugas dan kewenangan pemerintah
pusat dan daerah menurut prespektif negara kesatuan dan otonomi
daerah. Tujuan peneliti dalam penelitian ini agar kita bisa mengetahui
tugas dan kewenangan pemerintah daerah dan pusat dalam UU No 23
Tahun 2014,mengetahui konsep tugas dan kewenangan pemerintah
daerah dan pusat,dan mengetahui problem yang sesungguhnya yang
dihadapi pemerintah daerah dan pusat dalam tugas dan
kewenangannya.

Metode dalam penelitian ini atau penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif, penelitian ini dilakukan dengan melalui studi
pustaka atau library research. Penelitian ini bersifat Normatif dimana
data akan diperoleh dari membaca atau menganalisis bahan bahan yang
tertulis dan tidak harus bertatap muka dengan informan atau responden.
Tetapi data yang diperoleh belum dapat diambil kesimpulan karean itu
perlu dianalisis dengan cara memaknai dan mengkaji data tersebut
sebagai bahan pertimbangan bagi menarik kesimpulan.

Setelah itu dari proses panjang, penelitian ini meng hasilkan atau
menyimpulkan 1. Tatanan yang berkaitan dengan cara memberikan
kewenangan , tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurusi
pemerintahan daerah maupun pusat dalam UU no 23 tahun 2014
dengan sistim rumah tangga daerah , yang menggunakan sistim formil,
meteril, dan rill atau praktis. Jadi pada dasarrnya seluruh urusan
pemerintahan sebenarnya berada pada pemerintahan pusat dan satuan
kerja pemerintahan daerah hanyalah pelaksanakebijakan pemerintah
pusat.2. pengaturan dan tugas dan kewenangan yang diberikan pusat
maupun daerah kerja samanya sangat kurang, pengaturan yang terjadi
terdapat banyak pihak yang berkepentingan didalamnya dalam tugas
dan kewenangan yang dijalankan tetap menggunakan asas
desentralisasi dan dekonsentrasi, yang memberikan atau membedakan
urusan pemerintahan menjadi 3 urusan. Meskipun pemerintah tertinggi
adalah pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah bisa mengambil
keputusan untuk menjalankan atau mengatur urusan rumah tangganya
sendiri, asal tidak melenceng dengan aturan pusat dan pancasila.3.
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banyak permasalahan yang timbul dalam praktek nya dalam
menjalankan Tugas dan kewenangan, pembagian urusan pemerintah
dari urusan absolut,urusan konkuren, serta urusan tugas
pembantu,banyak mengalami ketidak jeasan kewenangan dan tugas
yang ada didalam pemerintahan, terutama didalam pemerintahan
daerah, menurut asas otonomi daerah, daerah bisa membuat dan
mengatur aturan anggaran rumah tangganya sendiri, tetapi disini
banyak yang menyelewengkan tugas dan kewenangan dalam
menjalankan kekuasaan.
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ABSTRACT

The thesis with the title "Problematics of the Duties and
Authorities of Regional and Central Governments in the Perspective of
a Unitary State and Regional Autonomy" was written by Latifana Binti
Khunaini, ID 12103173096, Department of Constitutional Law,
Faculty of Sharia and Legal Sciences, Sayid Ali Rahmatullah State
Islamic University, Tulungagung, 2024. Mentor Mr. Muksin M.H.

Keywords: Duties, Authority, Central and Regional Government,
Unitary State, Regional Autonomy.

Seventy-nine years of Indonesia's independence but legal
regulations have always been a problematic topic which is brought up
again and again every year without any clarity, since the fall of the
Soeharto presidency in 1998, Indonesia has issued regional
government laws, in 1999, 2004 and so on. last 2014 until now. In the
third amendment to the law, the legislation still becomes a complicated
mess. Therefore, this article describes the development of problems
between the duties and authorities of the central and regional
governments which have not yet received clarity even though their
authorities have been regulated in Law No. 23 of 2014. The
relationship between the central and regional governments in carrying
out their duties and authorities must have a good relationship. Don't let
the practice of carrying out its obligations give rise to efforts to tug-of-
war between the two government units, therefore the researcher wants
to examine the duties and authority of the central and regional
governments from the perspective of a unitary state and regional
autonomy.

From this background, the researcher wants to research or
examine the formulation of the problem: 1. What are the duties and
authorities of the central and regional governments according to the
perspective of Law No. 23 of 2014, 2. How are the implementation of
the duties and authorities of the central and regional governments from
the perspective of a unitary and autonomous state? area. 3. What are
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the problematic duties and authorities of the central and regional
governments from the perspective of a unitary state and regional
autonomy? The researcher's aim in this research is so that we can
understand the duties and authorities of regional and central
governments in Law No. 23 of 2014, understand the concept of duties
and authorities of regional and central governments, and find out the
real problems faced by regional and central governments in their duties
and authorities.

The method in this research is descriptive research, this research
was carried out through library research. This research is normative in
nature where data will be obtained from reading or analyzing written
materials and does not require face to face contact with informants or
respondents. However, the data obtained cannot be concluded yet
because it needs to be analyzed by interpreting and examining the data
as consideration for drawing conclusions.

After that, from a long process, this research produces or
concludes 1. The order relating to how to provide authority, duties and
responsibilities to regulate and manage regional and central
government in Law no. 23 of 2014 with the regional household system,
which uses a formal system, meterial, and real or practical. So basically
all government affairs actually lie with the central government and
regional government work units are only implementing central
government policies.2. There is very little cooperation between the
regulations and duties and authority given by the center and regions,
the arrangements that occur involve many parties having an interest in
them. The duties and authorities carried out still use the principles of
decentralization and deconcentration, which divide or distinguish
government affairs into 3 affairs. Even though the highest government
is the central government, regional governments can make decisions to
run or regulate their own household affairs, as long as they do not
deviate from central regulations and Pancasila.3. many problems arise
in practice in carrying out duties and authority, dividing government
affairs from absolute affairs, concurrent affairs, and supporting tasks,
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many experience unclear authority and duties within government,
especially within regional government, according to the principle of
regional autonomy, Regions can make and regulate their own bylaws,
but here many people misuse their duties and authority in exercising
their power.
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